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A. Latar Belakang M asalah

Indonesia merupakan Negara yang menganut faham Negara kesegjahteraan
(welfare state).® Hal ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, yang memuat ketentuan yang bersifat grondnorm sebagai pandangan
hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup bangsa tersebut juga merupakan
tyuan dari Negara Republik indonesia, yang berbunyi melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memgjukan
kesgahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan bangsa, dan  ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial.

Pada pencapaian tujuan Negara tersebut seldu berkaitan dengan
keuangan Negara sebagai bentuk pembiayaan dalam proses penyelenggaran
pemerintahan yang dilakukan oleh penyelenggara  yaitu  pemerintah.?
Instrumen keuangan Negara merupakan sarana yang paling penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan, karena tanpa instrumen keuangan tersebut
penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat berjalan secara efektif. Sumber

keuangan Negara sendiri berasal dari beberapa sumber, yaitu pagjak Negara,
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penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri, serta penerimaan Negara
bukan pgak. Masng-masng sumber keuangan Negara tersebut memiliki
pemesukan yang sangat menguntungkan bagi APBN, Penerimaan Negara

Bukan Pagjak (PNBP) salah satunya.

Penerimean Negara Bukan Pgak (PNBP) sebagai salah satu unsur
pendapatan Negara dalam APBN merupakan aspek yang sangat potensial
untuk meningkatkan penerimean negara di luar sektor pajak. Terbukti dari
laporan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, penerimaan
PNBP pada APBN tahun 2016 tercatat Rp. 262,36 triliun (angka sementara)
atau sebesar 107,05% dari target dalam APBN-P Tahun 2016 sebesar Rp
24508 triliun Sumber PNBP juga sangat banyak, salah satunya dari
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pgak (PNBP) yang berasa dari

Penjualan barang milik Negara yang diperoleh dari Barang Rampsan Negara.

Barang milk Negara yang diperoleh dari Barang rampasan Negara ini
dapat dijual berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang
Berasadl Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikas mengenai
pengurusan barang rampasan Negara berupa pengamanan dan pemelinaraan,
Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan,
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pengawasan dan pengendalian atas barang rampasan Negara. Peraturan
tersebut juga diatr mengenai barang rampasan Negara yang memilki indikas
nila sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) didelegasikan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang berarti

dapat dikelola kantor pelayanan untuk dijual secara lelang.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
tentang petunjuk Pelaksanean Lelang menyatakan, lelang adalah Penjualan
barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dary
atau lisan yang semekin meningkat atau menurun untuk mencapai  harga
tertingg, yang didahului dengan pengumuman lelang. Proses tawar menawar
akan terus beaan sampai menemukan harga tertingg, hingga tidak akan ada
penawar lag yang akan menawar barang tersebut, sehingga penawar yang

menawar dengan harga tinggilah yang akan mendapatkan barang lelang.

Barang rampasan Negara berasal dari instans Kegjaksaan yang diperoleh
dari eksekus Keaksaan terhadap barang temuan dan Sitaan sebagai barang
bukti dalam perkara pidana. Barang temuan yang sudah diumumkan tetapi
tidak ada pemiliknya maka akan menjadi barang rampasan Negara. Barang
gtaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dapat menjadi barang
rampasan Negara, jika terdapat unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat

merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan narapidana yang



diperoleh dari hasl keahatan atau dengan yang senggja dipaka  untuk

melakukan kejahatan,

Pada pelaksanaan lelang sering terjadi hambatan yang didlami oleh
penyelenggara maupun peserta lelang, seperti sedikitnya peserta lelang, obyek
lelang yang sudah tidak bagus, kurangnya pengetahuan peserta akan tata cara
lelang dan lain sebagainya. Salah satu yang menjadi pertanyaan karena obyek
lelang di Kegjaksaan Negeri Temanggung adalah kendaraan bermotor roda dua
tanpa surat-surat, bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang telah
membeli barang lelang tersebut atau barang lainnya. Apakah tidak akan
menadi mesalah dikemudian hari  jika barang tersebut beraih  hak

kepemilikannya kepada perseorangan.

Sdlain itu pada tahun 2011 Pusat Penelitan dan Pengembangan
Kegaksaan Agung Republik Indonesa atau sering disebut PUSLITBANG
melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan dan Aset-Aset Negara
dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum di Indonesa yang datanya
diperoleh dari instans Keaksaan yang terdiri dari Keaksaan Tingg,
Kegaksaan Negeri, dan instans lain yaitu Kepolisan, BPK, BPKP, serta
KPPN. Hasl pendlitian menunjukan bahwa mash terdapat perbedaan perseps
dalam pemahaman pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pgak Keaksaan
berdasarkan Standar Akuntans Pemerintah yang berupa pelaksanaan target

PNBP, pemasukan PNBP yang berasal dari denda tilang, biaya lelang lebih



besar dari nilai barang, barang bukti sudah mengalami penyusutan, dan
permesalahan lainnya yang berkaitan dengan anggaran, serta proses
administras  dalam pelelangan, selain itu perbedaan perseps juga terdapat
dalam ha penghapusan PNBP hasil penegakan hukum oleh Kejaksaan
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

Negara yang memerlukan izin.*

Melinat dari hasl pendlitian diatas dapat dismpulkan bahwasanya dalam
pengelolaan PNBP di instansi-instans kgjaksaan masih terdapat  perbedaan
perseps  pemahaman, terutama pada kegiatan lelang. Oleh karema itu,
pelaksanaan lelang di instans-instans terkait perlu dikaji kembali, agar ada

keselarasan antara teori dengan praktek.

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, penuis tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Pelaksanaan Lelang
Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Temanggung”, sebagai
judul skripsi penulis. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pelaksanaan

lelang di Keglaksaan Negeri Temanggung.
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B. Rumusan M asalah

Berdasarkan latar belakang diatas, meka penulis akan merumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagamana pelaksanaan lelang barang rampasan Negara di Keaksaan
Negeri Temanggung?
2. Apa sga harbatan yang terjadi dalam pelaksanaan lelang barang

rampasan di Kegaksaan Negeri Temanggung?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang rampasan oleh Kejaksaan

Negeri Termanggung.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Keaksaan Negeri

Temanggung dalam pelaksanaan lelang barang rampasan negara.

D. M anfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil

penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
Perelitian ini  diharapkan dapat memberi manfaat  teoritis  berupa

sumbangan informes bagi pengembangan ilmu  pengetahuan  hukum,



Khususnya dalam bidang hukum administras Negara, pada bab lelang
barang rampasan negara.

Kegunaan praktis

Bag mesyarakat hesl penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan
informas untuk  mengetahui  bahwa di  Keaksaan pun terdapat
pelaksanaan lelang, vyaitu lelang terhadap barang-barang rampasan
Negara. Bag instand terkait dapat bermanfaat, khususnya pada
Kegaksaan agar dapat meningkatkan profesionadisme dan kredibilitas
dimata mesyarakat. Bag peneliti sendiri penelitian sebagal  penambah
pengetahuan bagaimana pelaksanaan lelang barang rampasan Negara oleh

K gaksaan dan mengetahui  hambatan-hambatannya.



